
Gunawan, et al Halaman 75 sampai 92 

JMD: Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara  

Vol 6 no 2, Juli – Desember 2023 

https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1256 

A 

 

HUBUNGAN KEPATUHAN PAJAK DAN KEBERLANJUTAN UKM  

DALAM PERSPEKTIF THEORY PLANED BEHAVIOUR 

 
Alvien Gunawan*, Siti Mahmudah, Munawaroh Hapsari 

Universitas Maarif Hasyim latif 

 

Korespondensi*:  alvien_gunawan@dosen.umaha.ac.id 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perilaku kepatuhan pajak 

berdasarkan Theory Planned Behaviour (TPB) dengan keberlanjutan usaha UKM. 

Pengumpulan data mengunakan metode survey terhadap 107 UKM dengan berbagai 

bidang usaha yang ada di pulau Jawa dan Bali dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak 

UKM berdasarkan Peraturan Pepemerintah No. 55 Tahun 2022. Data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 

responden UKM baik secara offline maupun online. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan uji Spearman rank Correlation Coefficient untuk menguji hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: 1) pemahaman perpajakan, kepercayaan 

kepada pemerintah, dan niat memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UKM; 2) tidak ada hubungan signifikan antara hambatan dengan kepatuhan wajib pajak 

UKM; 3) ada hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada 

pemerintah; 4) kepercayaan kepada pemerintah dan hambatan, serta pemahaman 

perpajakan dan hambatan tidak memiliki interaksi yang saling berhubungan satu sama 

lain; 5) terdapat hubungan siginfikan antara pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada 

pemerintah, dan perilaku kepatuhan pajak UKM terhadap keberlanjutan usaha UKM; dan 

6) hambatan tidak memiliki hubungan terhadap keberlanjutan usaha UKM. 

Kata kunci:Kepatuhan Pajak; Keberlanjutan Usaha; UKM; Theory Planed Behaviour 

 

Abstract 

This research examines the relationship between tax compliance behaviour based on the 

Theory of Planned Behavior (TPB) and the sustainability of SME businesses. Data 

collection used a survey method of 107 SMEs with various business fields on the islands of 

Java and Bali and met the criteria as SME taxpayers based on Government Regulation No. 

55 of 2022. This research uses primary data collected through questionnaires given to SME 

respondents offline and online. Data analysis was carried out using the Spearman rank 

Correlation Coefficient test to test the research hypothesis. The results of this research 

show that: 1) understanding of taxation, trust in the government, and intention have a 

positive relationship with SME taxpayer compliance; 2) there is no significant relationship 

between obstacles and SME taxpayer compliance; 3) there is a relationship between 

understanding taxation and trust in the government; 4) trust in the government and 

obstacles, as well as understanding that taxation and obstacles do not interact with each 

other; 5) there is a significant relationship between understanding taxation, trust in the 

government, and tax compliance behaviour of SMEs on the sustainability of SME 

businesses; and 6) obstacles have no relationship to the sustainability of SME businesses. 

Keywords: Tax Compliance; Business Sustainability; SMEs; Theory Planned Behaviour 

 

A. Latar Belakang 

Mengingat peran penting pajak sebagai sumber penerimaan utama bagi 

pemerintah dan dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, maka 

pentingnya kepatuhan pajak menjadi suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Namun, 

kenyataanya masih banyak UKM yang tidak mematuhi aturan pajak. Beberapa 

penelitian terhadulu yang menunjukan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UKM  

diberbagai negara seperti di Malaysia (Sanusi, Omar, Sanusi, & Muslichah, 2021), 
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Vietnam (Le, Tuyet, Hanh, & Do, 2020), dan Yunani (Koumanakos, Stantcheva, & Al-

Karablieh, 2021). Begitupun di Indonesia, dominasi UKM dalam sektor industri di 

Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan pajak UKM (Amalia 

& Wicaksono, 2020; Kristiana, Nurkatik, & Nurcahyono, 2021; Kumaratih & 

Ispriyarso, 2020). Cara yang digunakan pemerintah dalam menangani rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak masih lebih fokus menggunakan pendekatan deterence dengan cara 

memberikan audit pajak, sanksi, dan denda administrasi untuk menciptakan efek jera. 

Berdasarkan teori Economic of Crime menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung 

melakukan kecurangan apabila utilitas yang diperoleh untuk menghindari pajak lebih 

besar daripada denda dan penalty, sehingga untuk memastikan agar wajib pajak dapat 

patuh dalam membayar pajak mereka adalah dengan menggunakan kebijakan deterence, 

yaitu berupa pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi (Allingham & Sandmo, 1972). 

Namun, Kolodziej (2011), menjelaskan bahwa audit dan denda akan efektif dalam 

meningkatkan penerimaan pajak jika tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam 

kondisi yang rendah. Namun sebaliknya, audit dan denda tersebut juga menjadi tidak 

efektif ketika antara wajib pajak dan ototritas pajak saling percaya. Oleh karena itu, 

dalam rangka menjaga kelancaran penerimaan pajak yang digunakan untuk mendanai 

pembangunan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk membina hubungan yang baik 

dengan wajib pajak. Menciptakan rasa kepercayaan antara keduanya dapat memicu 

kesediaan wajib pajak untuk bekerjasama dan mematuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari pemerintah untuk 

menumbuhkan rasa kepercayaan dari wajib pajak terhadap pemerintah (Kondelaji, 

Sameti, Amiri, & Moayedfar, 2016; Nasadyuk & Mcgee, 2008; Pramuka & Soedirman, 

2022; Sá, Martins, & Gomes, 2015; Sharma & Sharma, 2022). 

Menurut  James et al (2005), untuk mendorong kepatuhan pajak, maka perlu 

memahami faktor-faktor non ekonomi yang dapat berkaitan dengan perilaku wajib pajak 

dengan menggunakan pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dianggap dapat 

memberi pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor yang dapat 

memicu perilaku kepatuhan wajib pajak (Pope & Mohdali, 2010). Bukan hal yang 

mudah untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar dapat menaati kewajiban 

perpajakannya. Hal tersebut disebabkan karena persepsi wajib pajak yang menganggap 

bahwa pemabayaran pajak merupakan sebuah beban, dan pembayaran pajak yang 

dilakukan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Putri, 2017; Rustiyaningsih, 

2017; Siahaan, 2013). Terlebih lagi, pengelolaan pajak yang masih rentan terhadap 

kecurangan. Proses penghitungan jumlah pajak, proses pembayaran dan kekhawatiran 

akan maldistribusi pajak atau pajak yang dikorupsi menjadi persoalan keengganan 

tersebut (Picur & Belkaoui, 2006). Faktor-faktor tersebut sejalan dengan Ajzen (1991) 

yang menjelaskan dalam Theory of Planned Behaviour (TPB), bahwa keputusan akhir 

ada pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Teori 

tersebut menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan atau tidak melakukan suatu Tindakan.  Ketiga factor tersebut adalah sikap, 

norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. 

Beberpa penelitian terdahulu yang menggunakan TPB sebagai dasar teori untuk 

meneliti perilaku kepatuhan pajak (seperti: (Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020; Kantohe 

& Kambey, 2021; Langham, Paulsen, & Härtel, 2012; Taing & Chang, 2020; Wu & 

Chen, 2005; Zhiwei, Huang, Wenjiao, Qing, & Weiqi, 2020)). Namun dari beberapa 

penelitian terdahulu tersebut tidak mengunakan wajib pajak UKM sebagai responden 

(lihat: (Al-Zaqeba & AL-Rashdan, 2020; Kantohe & Kambey, 2021; Zhiwei et al., 
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2020)) dan beberapa penelitian dilakukan sebelum pandemic Covid-19 (lihat: (Langham 

et al., 2012; Taing & Chang, 2020; Wu & Chen, 2005). Selain itu penelitian terdahulu 

hanya berhenti pada perilaku kepatuhan pajak saja dan belum menguji bagaimana 

dampak kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha UKM. Oleh karena itu, 

penelitian ini ingin menguji perilaku kepatuham pajak UKM menggunakan TPB dan 

hubungan perilaku kepatuhan pajak tersebut terhadap keberlanjutan usaha UKM.  

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah menguji perilaku kepatuham pajak UKM menggunakan TPB dan hubungan 

perilaku kepatuhan pajak tersebut terhadap keberlanjutan usaha UKM. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA  

1. Theory Planned Behaviour 

Theory Planned Behaviour (TPB) diusulkan oleh Ajzen (1991) sebagai perluasan 

dari Teori Reason Action (TRA), yang telah diusulkan sebelumnya oleh Fishbein & 

Ajzen (1975). Menurut TRA, orang cenderung melakukan suatu perilaku jika mereka 

menilai perilaku yang diusulkan memiliki hasil yang positif (sikap) serta mereka 

beranggapan bahwa orang-orang terdekat menginginkan mereka untuk melakukan 

perilaku tersebut (norma subjektif). Hubungan yang erat antara sikap dan norma 

subjektif dengan perilaku telah dikonfirmasi dalam beberapa penelitian (Lihat: 

Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1988). Namun, Sheppard et al., (1988) berpendapat 

bahwa karena keterbatasan situasional, sikap dan norma subjektif tidak selalu mengarah 

pada perilaku. Untuk meningkatkan daya prediksi TPB, Ajzen (1991) menambahkan 

komponen baru "kontrol perilaku yang dirasakan" untuk membantu menjelaskan 

perilaku yang muncul ketika kendali individu atas perilaku tersebut tidak lengkap. 

Dengan ini, ia memperluas TRA dengan memasukkan peran ketidakkehendakandan 

dalam meramalkan perilaku. Versi yang diperluas ini disebut TPB.  

 

2. Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control 

Attitude merupakan fungsi dari keyakinan perilaku atau informasi yang menonjol, 

yaitu persepsi kemungkinan bahwa melakukan perilaku tertentu akan menghasilkan 

konsekuensi tertentu, dibobotkan berdasarkan sejauh mana konsekuensi ini dihargai. 

Subjective norm merupakan fungsi dari keyakinan normatif yang merupakan tekanan 

yang dirasakan dari referen yang ditentukan untuk melakukan sebuah perilaku, 

dibobotkan berdasarkan motivasi untuk patuh terhadap orang-orang yang dihargai. 

Perceived behavioral control yang dirasakan ditentukan oleh keyakinan kontrol yang 

merupakan akses yang dirasakan terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan 

untuk melakukan perilaku dengan sukses, dibobotkan berdasarkan kekuatan atau efek 

yang dirasakan dari faktor kontrol tertentu.  

 

3. Intention and Behavior 

Intention adalah representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu dan dianggap sebagai pendahulu langsung dari perilaku. Behavior 

merupakan terjemahan dari niat menjadi tindakan. Hipotesis utama dari TPB adalah 

bahwa ada satu hal yang secara langsung dapat menentukan sebuah perilaku, yaitu niat. 

Niat ini pada gilirannya dipandang ditentukan juga oleh tiga hal: sikap, norma subjektif, 

dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Lebih spesifik lagi, TPB berusaha menjelaskan 

tentang bagaimana meramalkan perilaku individu dengan cara menggabungkan sikap, 

norma subjektif, kontrol subjektif, dan niat. 
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4. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Keinginan Membayar Pajak dan 

Kepatuhan Pajak 

Perilaku wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Ali, Mursalim, & Nasaruddin (2020) dan Widagsono (2017) 

menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan 

membayar pajak dan  perilaku kepatuhan pajak. Pemahaman pajak merupakan kondisi 

dimana  wajib pajak mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya (Wardani & 

Rahmadini, 2022). Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akalnya untuk 

mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan 

sebelumnya (Ali et al., 2020). Hal penting dari pemahaman perpajakan yang harus 

menjadi fokus utama adalah proses perubahan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, dan 

perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Ali et al., 2020). Pemahaman pajak 

memungkinkan wajib pajak untuk dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Semakin baik 

pemahaman tentang pajak cenderung dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak 

(Ilaiyyah, 2019). Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan 

secara jelas cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh (Ali et al., 2020). Hal 

tersebut karena semakin baik kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan 

perpajakan, maka wajib pajak juga akan  memahami sanksi yang akan diterima jika ia 

melalaikan kewajiban perpajakannya (Ali et al., 2020). Theory of planned behavior 

(Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa, kemampuan individu dalam melakukan tindakan 

dipengaruhi oleh pemahaman tentang maksud dan motif dari individu itu sendiri, dan 

wajib pajak yang memilki pemahaman pajak yang baik akan cenderung berperilaku baik 

untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ermawati, 2018). 

Faktor berikutnya yang di anggap berhubungan dengan keinginan membayar 

pajak dan kepatuhan pajak adalah kepercayaan. Kepercayaan dari wajib pajak kepada 

pemerintah sangat penting karena dapat mendukung kepatuhan pajak sukarela  

(Ariyanto, 2020; Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015). Picur & Belkaoui (2006) 

menjelaskan sebuah survei terhadap 30 negara maju dan berkembang yang kepatuhan 

pajaknya tinggi jika pemerintah melakukan pengawasan maksimum terhadap anggaran 

dan kemungkinan penyimpangan dalam birokrasi. Jordania bisa menjadi patokan, satu 

solusi yang ditawarkan untuk mencegah penggelapan pajak adalah dengan mendapatkan 

kembali kepercayaan dari wajib pajak setelah stigma negatif yang melekat pada 

pemerintah (Malkawi & Haloush, 2008). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah 

akan membuat wajib pajak dengan sukarela mau bekerjasama dengan pemerintah 

dengan cara mematuhi peraturan yang di buat oleh pemerintah, dengan tujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan bersama (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015; Kim, 2002; 

Kogler et al., 2013; Murphy, 2004). 

Selain faktor pemahaman pajak dan kepercayaan wajib pajak, factor lain yang 

dianggap memiliki hubungan dengan keinginan membayar pajak dan kepatuhan pajak 

dalam penelitian ini adalah akses menuju fasilitas perpajakan. Akses dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti jalan masuk. Akses ke fasilitas pajak merujuk pada 

lokasi pelayanan yang memiliki signifikansi strategis atau tempat yang mudah diakses 

oleh wajib pajak, termasuk aspek kemudahan dalam menemukan jalan ke fasilitas 

tersebut dan kejelasan rute menuju ke sana. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan 

bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Rohemah, Kompyurini, 

& Rahmawati, 2013). Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, akses menuju fasilitas 

perpajakan tentu saja tidak hanya akses secara fisik, namun juga akses secara digital. 
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Beberapa penelitian terdahulu menunjukan bahwa akses terhadap fasilitas atau sistem 

perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Barus, Kamaliah, & Yuneita, 

2016; Rohemah et al., 2013; Sarlina, Kurniawan, & Umiyati, 2019). 

 

5. Hubungan Kepatuhan Pajak dan Keberlanjutan Usaha 

Pajak merupakan kewajiban bagi perusahaan dan sekaligus pendapatan bagi 

negara yang digunakan negara dalam melaksanakan pembangunan yang berguna bagi 

kelangsungan bisnis perusahaan. Berbagai fasilitas pajak disediakan oleh pemerintah 

dalam mendukung wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 

mereka, seperti layanan elektronik, Insentif pajak, restitusi dan fasilitas impor barang 

yang disediakan oleh pemerintah Indonesia (Chude & Chude, 2015; Matarirano, Tsoka, 

& Makina, 2019), untuk membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga 

keberlanjutan usaha perusahaan. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara 

kepatuhan pajak perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Beberapa peneliti 

mengungkapkan dampak negatif pajak terhadap kinerja ekonomi karena beban pajak 

dapat mengurangi laba bersih bisnis dan ini yang mendorong perusahaan untuk tidak 

patuh (Schoenmaker, Cauwenberge, & Bauwhede, 2014; Thanjunpong & 

Awirothananon, 2019; Tarmidi et al., 2020). 

Namun, penelitian lain menemukan sebaliknya. Tariq & Abbas (2013) telah 

menemukan hubungan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan tolak ukur dari 

keberlanjutan usaha perusahaan, baik skala usaha besar maupun UKM. Perusahaan yang 

patuh terhadap ketentuan pajak memiliki risiko biaya kepatuhan yang lebih kecil seperti 

denda pajak sehingga kinerja keuangan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak 

patuh (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019). Selain itu, kepatuhan pajak juga 

dapat memberikan dampak positif dalam hal reputasi perusahaan di mata masyarakat 

dan kredibilitas perusahaan di mata investor. Hal ini dapat memberikan dampak positif 

juga bagi UKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk 

yang dihasilkan oleh UKM serta meningkatkan kemampuan UKM dalam memperoleh 

pendanaan dan investasi untuk mengembangkan bisnisnya dalam rangka menjaga 

keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan kinerja ekonomi UKM dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha 

UKM tersebut. Kepatuhan pajak dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi pada 

UKM. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan UKM dalam membayar pajak, maka 

pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas yang juga dapat membantu 

meningkatkan kinerja ekonomi. 

 

6. Model Penelitian  

Theory Planned Behaviour dalam riset ini digunakan untuk membantu 

mengklasifikasikan berbagai faktor penentu kepatuhan pajak. Dengan menggunakan 

Theory Planned Behaviour, kepatuhan pajak dikonseptualisasikan sebagai fungsi dari 

tiga faktor besar: sikap, norma subjektif, dan kontrol subjektif (Benk, Cakmak, & 

Budak, 2011; Damayanti, 2012; Hai & See, 2011; Hanno, D. M., & Violette, 1996; 

Trivedi, Shehata, & Mestelman, 2005).  
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Gambar 1: Model Penelitian 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. 

Populasi dalam penelitian ini adalah UKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di 

pulau Jawa dan Bali dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UKM berdasarkan 

Peraturan Pepemerintah No. 55 Tahun 2022. Pemilihan lokasi nelitian di pulau Jawa 

dan Bali karena jumlah UKM terbesar ada di pulau Jawa, sedangkan pemilihan pulau 

Bali karena industri UKM dan pariwisata merupakan penggerak perekonomian di pulau 

Bali. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling dari 

seluruh jumlah populasi yang ada. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 107 responden dengan metode random sampling. Data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

diberikan kepada responden UKM baik secara offline maupun online. Sebran dan jenis 

usaha dari para responden dapat terlihat dari gambar diagram berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  2: Sebaran responden Gambar  3 : Jenis Usaha  
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 Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Spearman rank Correlation 

Coefficient untuk menguji hipotesis penelitian. Koefisien korelasi spearman atau sering 

disebut juga sebagai Spearman rank Correlation Coefficient, digunakan untuk 

menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat (ranking). Berkaitan 

dengan sifat data ordinal, uji korelasi Spearman termasuk dalam kategori uji statistik 

nonparametrik, yang berarti tidak memerlukan asumsi bahwa data harus mengikuti 

distribusi normal dan linier. Penafsiran apakah terdapat hubungan atau tidak dapat 

dilihat dari nilai signifikansi, sementara kekuatan hubungan bisa diamati dari nilai 

koefisien korelasi atau "r". Namun, sebelum melakukan uji korelasi Spearman, data 

pertama-tama akan diurutkan (diberi peringkat) dan kemudian dilakukan uji korelasi 

untuk menjawab hipotesis penelitian. 

Dalam mengevaluasi tingkat kekuatan hubungan antara variabel, mengacu pada 

nilai koefisien korelasi yang dihasilkan dari output SPSS, dengan klasifikasi sebagai 

berikut: Rentang  0,00 - 0,25 memiliki kualitas hubungan sangat lemah, rentang 0,26 - 

0,50 memiliki kualitas hubungan cukup, rentang 0,51 - 0,75 memiliki kualitas hubungan 

kuat, rentang 0,76 - 0,99 memiliki kualitas hubungan sangat kuat, nilai koefisien 

korelasi 1,00 memiliki kualitas hubungan sempurna.  

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil analisis data dengan menggunakan uji spearman rank untuk mengetahui 

hubungan dua variabel dalam menjawab hiopotesis penelitian yang disusun sebagai 

sebagai berikut: 

 

1. Hubungan Atitude Toward the Behavior (Pemahaman Pajak) dengan Niat 

 
Tabel 1: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Niat 

 Niat Membayar 

Pajak 

Pemahaman 

Pajak 

Spearman's 

 rho 

Niat Membayar 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .264** 

Sig. (2-tailed) . .006 

N 107 107 

Pemahaman 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 

.264** 1.000 

Sig. (2-tailed) .006 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Atitude Toward the 

Behavior (Pemahaman Pajak) dengan Niat, memiliki keeratan hubungan yang “cukup” 

(0,264), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Atitude Toward 

the Behavior (Pemahaman Pajak)” meningkat maka variabel “Niat” juga akan 

meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan 

(0,006 < 0,05). 

Hubungan antar variabel ini mengimplikasikan bahwa semakin baik pemahaman 

seseorang tentang sistem pajak, semakin besar niatnya untuk mematuhi kewajiban pajak 

(Ilaiyyah, 2019). Argumen yang mungkin mendukung hipotesis ini adalah bahwa 

pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
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mematuhi kewajiban pajak dan dapat mengurangi ketidakpastian atau kebingungan 

yang mungkin mempengaruhi niat untuk patuh (Ali et al., 2020; Widagsono, 2017). 

 

2. Hubungan Subjective Norm (Kepercayaan) Dengan Niat 

 
Tabel 2: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Niat 

 Niat Membayar 

Pajak 

Kepercayaan kepada 

Pengelola Pajak 

Spearman's  

Rho 

Niat Membayar 

Pajak 

Correlation Coefficient 1.000 .673** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 107 107 

Kepercayaan 

kepada Pengelola 

Pajak 

Correlation Coefficient .673** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Kepercayaan 

(normative belief) dengan Niat, memiliki keeratan hubungan yang “kuat” (0,673), dan 

memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Kepercayaan (normative 

belief)” meningkat maka variabel “Niat” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari 

hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan (0,000 < 0,05).  

Hubungan antar variabel ini menyiratkan bahwa tingkat kepercayaan seseorang 

terhadap institusi atau sistem pajak akan memengaruhi niatnya untuk mematuhi 

kewajiban pajak (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015). Kepercayaan yang tinggi 

mungkin akan menghasilkan niat yang lebih besar untuk mematuhi kewajiban pajak, 

sementara kepercayaan yang rendah dapat mengakibatkan sikap yang kurang patuh 

(Kogler et al., 2013). 

 

3. Hubungan Perceived Behavioral Control (Hambatan) Dengan Niat 

 
Tabel 3: Koefisien Korelasi Hambatan dengan Niat 

 Niat Membayar 

Pajak 

Hambatan 

Pembayaran Pajak 

Spearman's 

rho 

Niat Membayar 

Pajak 

Correlation Coefficient 1.000 .036 

Sig. (2-tailed) . .710 

N 107 107 

Hambatan 

Pembayaran Pajak 

Correlation Coefficient .036 1.000 

Sig. (2-tailed) .710 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Perceived 

behavioral control (Hambatan) dengan niat, memiliki keeratan hubungan yang “sangat 

lemah” (0,036), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel 

“Perceived behavioral control (Hambatan)” meningkat maka variabel “Niat” juga akan 

meningkat.  

Hubungan positif tersebut sesuai dengan pernyataan Ajzen (2006), bahwa 

kontrol perilaku memiliki dampak signifikan terhadap niat individu dengan didasarkan 

pada keyakinan bahwa persepsi terhadap kontrol perilaku akan memotivasi seseorang. 

Dengan kata lain, semakin besar persepsi akan kontrol perilaku, semakin kuat juga 

kemungkinan bahwa wajib pajak akan memiliki niat yang tinggi untuk mematuhi 

kewajiban pajak.  
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Sedangkan nilai signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan tidak 

signifikan (0,710 > 0,05). Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang dianggap sebagai Perceived behavioral control (Hambatan) dalam mematuhi 

kewajiban pajak tidak mempengaruhi niat seseorang untuk mematuhi pajak. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Bobek & Hatfield (2003) dan Eileen & 

Mangoting (2014) yang membuktikan bahwa Perceived behavioral control (Hambatan) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap niat. 

 

4. Hubungan Atitude Toward The Behavior (Pemahaman Pajak) Dengan Subjective 

Norm (Kepercayaan) 

 
Tabel 4: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Kepercayaan 

 Pemahaman 

Pajak 

Kepercayaan kepada 

Pengelola Pajak 

Spearman's rho Pemahaman Pajak Correlation Coefficient 1.000 .330** 

Sig. (2-tailed) . .001 

N 107 107 

Kepercayaan 

kepada 

Pengelola Pajak 

Correlation Coefficient .330** 1.000 

Sig. (2-tailed) .001 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Atitude Toward the 

Behavior (Pemahaman Pajak) dengan Subjective Norm (Kepercayaan), memiliki 

keeratan hubungan yang “Cukup” (0,330), dan memiliki hubungan positif atau searah 

yakni jika variabel “Atitude Toward the Behavior (Pemahaman Pajak)” meningkat maka 

variabel “Subjective Norm (Kepercayaan)” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari 

hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan (0,001 < 0,05).  

Hasil tersebut sejalan dengan model TPB yang diusulkan oleh Ajzen (1991) yang 

menjelaskan bahwa ada hubungan antara sikap dan norma subyektif. Persepsi individu 

dari tekanan sosial di sekitarnya akan memengaruhi penilaian individu tersebut baik 

positif atau negatif. Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa semakin baik 

pemahaman seseorang tentang sistem pajak, semakin besar kepercayaannya terhadap 

sistem tersebut. Argumen yang mungkin mendukung hipotesis ini adalah bahwa 

pemahaman yang baik dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan 

terhadap sistem. 

 

5. Hubungan Subjective Norm (Kepercayaan)  dengan Perceived behavioral control 

(Hambatan) 
Tabel 5: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Hambatan 

 Kepercayaan kepada 

Pengelola Pajak 

Hambatan Pembayaran 

Pajak 

Spearman's 

rho 

Kepercayaan 

kepada 

Pengelola Pajak 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .071 

Sig. (2-tailed) . .465 

N 107 107 

Hambatan 

Pembayaran 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 

.071 1.000 

Sig. (2-tailed) .465 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Perceived 

behavioral control (Hambatan) dengan Subjective Norm (Kepercayaan), memiliki 

keeratan hubungan yang “sangat lemah” (0,071), dan memiliki hubungan positif atau 

searah yakni jika variabel “Perceived behavioral control (Hambatan)” meningkat maka 

variabel “Subjective Norm (Kepercayaan)” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari 

hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan (0,465 > 0,05).   

Hasil tersebut konsisten dengan model TPB yang dikemukakan oleh Ajzen 

(1991), yang menyatakan adanya korelasi antara norma subyektif dan kontrol perilaku 

yang dipersepsikan. Menurut model ini, tekanan sosial dapat memengaruhi persepsi 

terhadap kontrol perilaku, dan sebaliknya. Hubungan antar variabel ini menyatakan 

bahwa kepercayaan seseorang terhadap sistem pajak tidak dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak. Namun, 

faktor-faktor yang menghambat mungkin juga dapat mempengaruhi kepercayaan 

seseorang terhadap sistem. 

 

6. Hubungan Atitude Toward the Behavior (Pemahaman Pajak) dengan Perceived 

behavioral control (Hambatan) 

 
Tabel 5: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Hambatan 

 

 Hambatan 

Pembayaran Pajak Pemahaman Pajak 

Spearman's 

rho 

Hambatan 

Pembayaran 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.015 

Sig. (2-tailed) . .878 

N 107 107 

Pemahaman 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 
-.015 1.000 

Sig. (2-tailed) .878 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Hambatan 

(control belief) dengan Pemahaman Pajak (Behavior belief), memiliki keeratan 

hubungan yang “sangat lemah” (-0,015), dan memiliki hubungan negatif atau berbalik 

arah yakni jika variabel “Hambatan (control belief)” meningkat maka variabel 

“Pemahaman Pajak (Behavior belief)” akan menurun, dan sebaliknya. Nilai Signifikansi 

dari hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan (0,878 > 0,05).  

Model TPB menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara sikap dan persepsi 

kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Namun, persepsi terhadap kontrol 

perilaku juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan penilaian individu tentang 

tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melakukan suatu perilaku. Hubungan antar 

variabel ini menyatakan bahwa pemahaman seseorang tentang pajak tidak 

mempengaruhi persepsi mereka terhadap hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak. 

Namun, pemahaman yang baik tentang pajak mungkin dapat membantu seseorang 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
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8. Hubungan Niat Dengan Kepatuhan Pajak 

 
Tabel 7: Koefisien Korelasi Niat dengan Kepatuhan Pajak 

 

 Niat Membayar Pajak Kepatuhan 

Pembayaran Pajak 

Spearman's 

rho 

Niat Membayar 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .557** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 107 107 

Kepatuhan 

Pembayaran 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 

.557** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel niat dengan 

kepatuhan pajak, memiliki keeratan hubungan yang “Kuat” (0,557), dan memiliki 

hubungan positif atau searah yakni jika “Niat” meningkat maka “Kepatuhan Pajak” juga 

akan meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan 

signifikan (0,000 < 0,05).  

Hasil tersebut sejalan dengan Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa niat 

berperilaku berfungsi sebagai mediator dalam membentuk perilaku, di mana secara 

umum seseorang bertindak selaras dengan niat yang didorong oleh sikap tertentu yang 

dimilikinya. Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa niat seseorang untuk 

mematuhi kewajiban pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak mereka. Ini 

masuk akal karena niat yang kuat untuk mematuhi biasanya akan menyebabkan tingkat 

kepatuhan yang lebih tinggi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Bobek & 

Hatfield (2003), Damayanti (2012), dan Al-Zaqeba & AL-Rashdan (2020) yang 

menyatakan bahwa niat berperilaku memiliki pengaruh positif jika dikaitkan dengan 

perilaku kepatuhan pajak. 

 

8. Hubungan Kepatuhan Pajak dengan Keberlanjutan Usaha 

 
Tabel 8: Koefisien Korelasi Kepatuhan Pajak dengan Keberlanjutan Usaha 

 

 Kepatuhan 

Pembayaran Pajak 

Keberlanjutan 

Usaha 

Spearman's 

rho 

Kepatuhan 

Pembayaran Pajak 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .479** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 107 107 

Keberlanjutan Usaha Correlation 

Coefficient 

.479** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Kepatuhan Pajak 

dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “Cukup” (0,479), dan 

memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Kepatuhan Pajak” meningkat 



Gunawan, et al Halaman 86 sampai 92 

JMD: Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara  

Vol 6 no 2, Juli – Desember 2023 

https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1256 

maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan meningkat. Nilai Signifikansi dari 

hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan (0,000 < 0,05).  

Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak suatu 

usaha akan mempengaruhi keberlanjutan usaha tersebut Tariq & Abbas (2013). Hal ini 

mungkin benar karena kepatuhan yang baik terhadap kewajiban pajak dapat mengurangi 

risiko sanksi sehingga kinerja keuangan dapat lebih baik dibandingkan perusahaan yang 

tidak patuh (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019). Selain itu kepatuhan pajak 

juga dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap usaha tersebut, termasuk 

konsumen dan investor yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan 

usaha. 

 

9. Hubungan Atitude Toward The Behavior (Pemahaman Pajak) Dengan 

Keberlanjutan Usaha 

 

Tabel 9: Koefisien Korelasi Pemahaman Pajak dengan Keberlanjutan Usaha 

 

 Keberlanjutan 

Usaha 

Pemahaman 

Pajak 

Spearman's 

rho 

Keberlanjutan 

Usaha 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .670** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 107 107 

Pemahaman 

Pajak 

Correlation 

Coefficient 
.670** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Pemahaman 

Pajak (Behavior belief) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang 

“Kuat” (0,670), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel 

“Pemahaman Pajak” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan 

meningkat. Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan 

(0,000 < 0,05). 

Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa pemahaman yang baik 

tentang pajak akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha. Argumen yang dapat 

mendukungnya adalah bahwa pemahaman yang baik dapat membantu manajemen pajak 

yang efektif, mengurangi risiko pelanggaran pajak, dan mengoptimalkan kewajiban 

pajak, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi. Hal tersebut dapat menoptimalkan 

kinerja keuangan (Chude & Chude, 2015; Matarirano et al., 2019), dimana semua hal 

tersebut dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha. 
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10. Hubungan Subjective Norm (Kepercayaan) Dengan Keberlanjutan Usaha 

 
Tabel 10: Koefisien Korelasi Kepercayaan dengan Keberlanjutan Usaha 

 

 

Keberlanjutan 

Usaha 

Kepercayaan kepada 

Pengelola Pajak 

Spearman's 

rho 

Keberlanjutan 

Usaha 

Correlation Coefficient 1.000 .196* 

Sig. (2-tailed) . .043 

N 107 107 

Kepercayaan 

kepada Pengelola 

Pajak 

Correlation Coefficient .196* 1.000 

Sig. (2-tailed) .043 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Kepercayaan 

(normative belief) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang 

“Sangat Lemah” (0,196), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika 

“Kepercayaan” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” akan meningkat juga. 

Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variable ini dinyatakan signifikan (0,043 < 

0,05).  

Hubungan antar variabel ini menyiratkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap 

sistem pajak atau institusi terkait akan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Tingkat 

kepercayaan seseorang terhadap institusi atau sistem pajak akan memengaruhi niatnya 

untuk mematuhi kewajiban pajak (Ariyanto, 2020; Gangl et al., 2015). Tingkat 

kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan manajemen pajak yang efektif sehingga 

dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran pajak dan risiko sanksi pajak (Chude & 

Chude, 2015; Matarirano et al., 2019), dan dapat memberikan dampak yang baik bagi 

kinerja keuangan, sehingga akan mempengaruhi keberlanjutan usaha tersebut Tariq & 

Abbas (2013). Selain itu, Kepercayaan yang tinggi mungkin akan meningkatkan 

keyakinan pemilik usaha dan investor dalam konteks peraturan pajak, yang dapat 

mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. 

 

11. Hubungan Perceived Behavioral Control (Hambatan) Dengan Keberlanjutan 

Usaha 

 
Tabel 11: Koefisien Korelasi Hambatan dengan Keberlanjutan Usaha 

 

 Keberlanjutan 

Usaha 

Hambatan 

Pembayaran Pajak 

Spearman's rho Keberlanjutan Usaha Correlation 

Coefficient 

1.000 .017 

Sig. (2-tailed) . .860 

N 107 107 

Hambatan 

Pembayaran Pajak 

Correlation 

Coefficient 

.017 1.000 

Sig. (2-tailed) .860 . 

N 107 107 

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hubungan antar variabel Hambatan (control 

belief) dengan Keberlanjutan Usaha, memiliki keeratan hubungan yang “sangat lemah” 

(0,017), dan memiliki hubungan positif atau searah yakni jika variabel “Hambatan 
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(control belief)” meningkat maka variabel “Keberlanjutan Usaha” juga akan meningkat. 

Nilai Signifikansi dari hubungan kedua variabel ini dinyatakan tidak signifikan (0,860 > 

0,05).  

Hubungan antar variabel ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang dianggap 

sebagai hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak tidak akan mempengaruhi 

keberlanjutan usaha. Namun, hambatan dalam mematuhi kewajiban pajak, seperti beban 

administratif yang tinggi atau ketidakpastian hukum, dapat mengganggu operasi usaha 

dan berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha (Matarirano et al., 2019). 
 

E. SIMPULAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM yaitu pemahaman 

perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan niat. Penelitian ini menemukan bahwa 

tidak ada hubungan signifikan antara hambatan dengan kepatuhan wajib pajak UKM. 

Selain itu, pemahaman perpajakan dan kepercayaan kepada pemerintah diketahui 

memiliki hubungan. Sementara itu, tidak ada interaksi yang signifikan antara 

kepercayaan terhadap pemerintah dan hambatan, begitu juga antara pemahaman 

perpajakan dan hambatan. Uji korelasi pada penelitian ini juga menemukan bahwa 

pemahaman perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan perilaku kepatuhan pajak 

UKM memiliki hubungan siginfikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Sementara 

hambatan tidak memiliki hubungan terhadap keberlanjutan usaha UKM. 
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